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BUPATI  MALANG 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR     74      TAHUN 2008 

TENTANG 

PERSYARATAN PENERAPAN DAN PENETAPAN  

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu 

menetapkan Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan 

Peraturan Bupati; 

 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59          

Tahun 2007; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); 

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENERAPAN 

DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. 

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat 

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang 

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. 

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang 

BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari 

ketentuan yang berlaku umum. 

8. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan 

kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap 

menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh. 

9. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja 

atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi 

satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD 

bertahap. 

10. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja 

atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-

BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-

BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang  

yang menerapkan PPK- BLUD. 

12. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya 

disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang  

yang menerapkan PPK- BLUD. 

13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 

terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang 

sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada 

BLUD yang bersangkutan. 
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14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 

tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam 

periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh BLUD. 

16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas 

dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk 

keperluan operasional BLUD. 

17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat 

18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

19. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 

BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk 

menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran 

pengeluaran BLUD. 

20. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan 

keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan 

keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas 

pelaporan. 

21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat 

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran 

tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan 

anggaran BLUD. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya 

disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang 

dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

23. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat 

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang 

memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian 

kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. 

24. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang 

tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada 

masyarakat. 
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25. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 

dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 

berkesinambungan. 

26. Satuan   pengawas   internal   adalah   perangkat  BLUD  yang   

bertugas  melakukan pengawasan dan pengendalian internal 

dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial 

sekitarnya (socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis 

sehat. 

27. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan 

Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan BLUD. 

28. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang 

diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa 

layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD 

dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. 

29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca 

BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan 

bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan. 

30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan 

oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, 

dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya 

per unit layanan. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
 

Bagian Kesatu  

Asas 

 

Pasal 2 

 

(1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah 

untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan 

efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang 

didelegasikan oleh Bupati. 

(2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah 

yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah 

Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah 

Daerah. 
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(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada 

BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. 

(4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh 

Bupati. 

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan 

efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada 

masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. 

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja 

BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan 

keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah. 

(7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada 

masyarakat, BLUD diberikan fleksibilltas dalam pengelolaan 

keuangannya. 

 

Bagian Kedua  

Tujuan 

 

Pasal 3 

 

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas 

Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

BAB III  

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PPK- BLUD 
 

Bagian Kesatu 

Persyaratan 

 

Pasal 4 

 

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi 

persyaratan substantif, teknis dan administratif. 

 

Pasal 5 

 

(1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat 

operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang 

menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). 



 

D:\PERBUB PAK GHOZI\2008\BLUD\Pedoman Teknis BLUD.doc 

7 

(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berhubungan dengan: 

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; 

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; 

dan/atau 

c. pengelolaan   dana   khusus   dalam   rangka   meningkatkan   

ekonomi   dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 6 

 

(1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diutamakan antara lain 

untuk layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan kebutuhan 

bahan pokok, pengelolaan obyek wisata daerah dan pengelolaan 

pasar. 

(2) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum 

yang hanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah karena 

kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

antara lain: layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), layanan 

pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), layanan Izin 

Ganguan (HO), layanan perizinan usaha (TDP dan SIUPP). 

 

Pasal 7 

 

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain kawasan pengembangan 

ekonomi terpadu. 

 

Pasal 8 
 

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf c, antara lain: 

a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 

b. dana perumahan. 
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Pasal 9 

 

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terpenuhi 

apabila: 

a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola 

dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi 

Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit 

Kerja; 

b.  kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. 

 

Pasal 10 

 

(1) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf a, antara lain: 

a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pelayanan secara efektif, efisien dan produktif; 

b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan 

layanan umum kepada masyarakat. 

(2) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan 

pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien 

dalam membiayai pengeluaran. 

 

Pasal 11 

 

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan 

menyampaikan dokumen yang meliputi: 

a.  surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat; 

b. pola tata kelola; 

c. rencana strategis bisnis; 

d. standar pelayanan minimal; 

e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan 

keuangan; dan 

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit 

secara independen. 

 

Pasal 12 

 

(1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk BLUD-

SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris 

Daerah. 
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(2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk BLUD-

Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh 

Kepala SKPD. 

(3) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan 

kinerja, tercantum dalam Lampiran I. 

 

Pasal 13 

 

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, 

merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan 

menerapkan PPK-BLUD. 

 

Pasal 14 

 

(1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf c, merupakan rencana strategis lima tahunan yang 

mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, 

pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima 

tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau 

Unit Kerja. 

(2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, 

pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan 

prosedur pelaksanaan program. 

 

Pasal 15 

 

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf d, memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan 

dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja. 

 

Pasal 16 

 

(1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf e, terdiri dari:  

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; dan 

c. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

melalui sistem akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 
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(3) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf e, terdiri dari: 

a. prognosa/proyeksi laporan operasional; dan  

b. prognosa/proyeksi neraca. 

(4) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja yang 

baru dibentuk, dengan berpedoman pada standar akuntansi yang 

diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. 

 

Pasal 17 

 

(1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun 

terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja 

diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD. 

(2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

belum tersedia, Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang akan 

menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan 

bersedia untuk diaudit secara independen. 

(3) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh 

Sekretaris Daerah. 

(4) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan 

diketahui oleh Kepala SKPD. 

(5) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara 

independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 

dalam Lampiran II. 

 

Pasal 18 

 

(1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan 

permohonan kepada Bupati dan diketahui oleh Sekretaris Daerah, 

dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11. 

(2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan 

permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD, dengan 

dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11. 

(3) Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, 

tercantum dalam Lampiran III. 
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Bagian Kedua 

Tim Penilai 

 

Pasal 19 

 

(1) Bupati membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan 

penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status   

PPK-BLUD. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

beranggotakan paling sedikit terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota; 

b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota; 

c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai 

anggota; 

d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan             

di Daerah sebagai anggota; dan 

e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila 

diperlukan sebagai anggota. 

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh 

Bupati. 

 

Pasal 20 

 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), 

bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, 

penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD. 

(2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan 

pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan 

dan pencabutan status PPK-BLUD . 

 

Bagian Ketiga 

Penetapan 

 

Pasal 21 

 

(1) Penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status 

PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan 

hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan kepada pimpinan DPRD. 
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(3) Penyampaian Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan. 

 

Pasal 22 

 

(1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, 

status PPK-BLUD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati 

secara lengkap. 

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap 

disetujui. 

(3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas 

waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPD atau 

Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD. 

 

Pasal 23 

 

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa 

pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap. 

 

Pasal 24 

 

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilai 

memuaskan. 

 

Pasal 25 

 

(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun 

persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara 

memuaskan, diberikan status BLUD bertahap. 

(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara 

memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen 

persyaratan administratif belum sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. 

 

Pasal 26 

 

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 

dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin 

BLUD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 
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Pasal 27 

 

(1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas 

tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola 

langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta 

perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan. 

(2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal 

pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan 

barang dan/atau jasa. 

(3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan 

dengan penetapan status BLUD. 

 

Pasal 28 

 

(1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, 

status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21         

ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati 

secara lengkap. 

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap 

disetujui. 

(3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas 

waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPD atau 

Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD. 

 

Pasal 29 

 

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa 

pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap. 

 

Pasal 30 

 

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilai 

memuaskan. 
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Pasal 31 

 

(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun 

persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara 

memuaskan, diberikan status BLUD bertahap. 

(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara 

memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen 

persyaratan administratif belum sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. 

 

Pasal 32 

 

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 

dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin 

BLUD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

 

Pasal 33 

 

(1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas 

tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola 

langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang serta 

perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan. 

(2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal 

pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang 

dan/atau jasa. 

(3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan 

dengan penetapan status BLUD. 

 

Pasal 34 

 

(1) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD dapat mengusulkan 

penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai 

dengan kewenangannya. 
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(2) Bupati menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil 

penilaian dari Tim Penilai. 

(3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama        

3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterima. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, usulan 

penurunan/pencabutan dianggap ditolak. 

 

Pasal 35 

 

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila: 

a.  dicabut  oleh   Bupati  atas  usulan  Sekretaris  Daerah                 

atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28              

ayat (1); atau 

b.  berubah statusnya manjadi badan hukum dengan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

 

Pasal 36 

 

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali 

sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4. 

 

BAB IV  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 37 

 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, BLUD yang telah 

ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati 

ini paling lambat Tahun Anggaran 2009. 
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BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 38 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Malang.  

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal            25 Nopember 2008                 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd, 

 

SUJUD PRIBADI 

Diundangkan di Malang  

pada tanggal 25 Nopember  2008 

SEKRETARIS DAERAH  

 

                Ttd 

    ABDUL MALIK  

    NIP. 510 081 899  

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2008 Nomor 12/A   

 

 

 

 

 

 


